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ABSTRAK

Pada tahun 2019 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1
mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
membahas mengenai usia perkawinan yang awalnya 16 tahun untuk wanita
diubah menjadi 19 tahun. Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu
pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meskipun
usianya belum mencapai batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini membahas
apakah dampak dari perubahan umur terhadap perkara permohonan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Bantul. Dengan melihat apakah terjadi perubahan
jumlah permohonan perkara Dispensasi Nikah sebelum perubahan Undang-
Undang dimaksud dan sesudah perubahan Undang-undang dimaksud tersebut
mengalami perubahan dalam peningkatan permohonan perkara atau tidak, serta
alasan mengapa terjadinya peningkatan permohonan perkara dispensasi nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
dalam penelitian ini bahwa perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada
permohonan perkara Dispensasi Kawin, yakni peningkatan permohonan perkara
dispensasi kawin yang signifikan di Pengadilan Agama Bantul. Dengan adanya
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim setuju karena Undang-undang
tersebut lahir atas dasar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar
belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap
Hak Asasi Manusia, Dikriminasi, Eksploitasi, tidak melaksanakan kewajiban
pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa
memikirkan ulang terkait permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : UU No.16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Peningkatan Signifikan



ABSTRACT

In 2019 the Marriage Law Number 1 of 1974 article 1 was changed to Law
Number 16 of 2019 which discussed the marriage age which was originally 16 years for
women changed to 19 years. In Indonesia, there is a marriage dispensation rule, namely
the granting of the right to a person to carry out a marriage even though his age has not
reached the age limit for marriage. This study discusses the impact of changing age on
cases of application for marriage dispensation at the Bantul Religious Court. By looking
at whether there has been a change in the number of applications for marriage
dispensation cases before the amendment to the said law and after the amendment to
the law, there has been a change in the increase in case applications or not, as well as
the reasons why the application for marriage dispensation cases has increased.

This type of research is a qualitative research using data collection methods of
observation, interviews, and documentation. The results of the research in this study
show that the amendment to Law Number 16 of 2019 against Law Number 1 of 1974
greatly affected the application for Marriage Dispensation cases, namely a significant
increase in applications for marriage dispensation cases at the Bantul Religious Court.
With the existence of Law Number 16 of 2019 the judge agreed because the Law was
born on the basis of the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017
which the background of the decision was concerning the fear of violations of Human
Rights, Discrimination, Exploitation, not carrying out obligations education and endanger
reproductive health. So that people can rethink the application that will be submitted to
the Religious Court.

Keywords : UU No.16 Tahun 2019, Marriage Dispensation, Significant

Improvement
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk melakukan
pernikahan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga
yang bahagia dunia dan akhirat yang sesuai dengan anjuran dan syariat Islam.
Jika dilihat menurut peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
tahun 1974 pasal 1 menerangkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir
dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”sedangkan definisi perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:“Perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsagan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya
merupakan ibadah*

Untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat, negara memberi
batas usia nikah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

! pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.?

Pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan telah diadakan perubahan batas usia pernikahan terutama untuk
calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk
memenuhi konsekuensi perubahan zaman dimana tatanan perilaku kehidupan
kemanusiaan dari segi moralitas meningkat dan pada tanggal 14 Oktober
2019 sehubung dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,
Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan berubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019.

Dengan berubahnya batas usia minimum untuk dapat melangsungkan
perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun
2019 bahwa batas usia perkawinan untuk calon mempelai perempuan yang
semula 16 tahun menjadi 19 tahun®tentu akan berdampak terhadap
permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dispensasi
merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang
diatur dalam undang-undang.® Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan

? Majmuah Bahtsul Masa’il,Santri Lirboyo Menjawab (Lirboyo: Kautsar, 2009), hal. 245

% UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

* Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, (Universitas Brawijaya: Malang,
1981), him. 46.



khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan®, sedangkan
pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah
merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu
keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau
kewajiban.®

Berdasarkan pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai
persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar
atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan,
hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan
“alasan sangat mendesak™ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat
terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-
bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan
bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat
keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua
bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan
batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau
diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam
melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang
tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, di mana kedua calon

yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/dispensasi tanggal 16
Juni 2021, pukul 18:25 WIB.
® Sudarsono, Kamus Hukum, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), him. 102



ditentukan undang-undang. Tetapi apabila tejadi hal penyimpangan di dalam
masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau
meminta permohonan perkara dispensasi nikah kepada Pengadilan atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Terjadinya perkawinan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor,
yang utama adalah dari didikan dan arahan dari orang tua kepada sang anak
yang sangat mempengaruhi cara pandang sang anak dalam bergaul di
lingkungan masyarakat, tentunya peran orang tua sangatlah penting bagi anak
dalam hal ini orang tua harus memantau anak-anak agar tidak terjerumus pada
pergaulan yang menyimpang karena lingkungan dapat mempengaruhi
pertumbuhan anak.

Dalam hal ini anak juga harus diberikan pemahaman terhadap
konsekuensi sosial ekonomi, lapangan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai
kepala rumah tangga dari laki-laki muda yang kelak akan menjadi bapak
dalam usia dini serta dari segi kesehatan mengenai organ reproduksi
kewanitaan dan dampak psikologi dari perempuan muda yang kelak menjadi
ibu dalam usia dini.

Pada masa modern ini berbagai teknologi yang canggih telah beredar di
masyarakat luas dan telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang tua
hingga yang muda semua dapat menggunakan teknologi. Dengan adanya
teknologi yang canggih pada saat ini tentunya memiliki dampak kepada
pertumbuhan pada anak sebab semua hal-hal apapun yang belum saatnya

anak-anak mengetahuinya dapat mereka melihat dan mencari sendiri secara



langsung melalui teknologi. Teknologi memang banyak kegunaannya tetapi
saat teknologi itu tidak dapat dipantau secara terus menerus maka itu akan
membawa dampak yang buruk.

Anak-anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya
mereka ketahui yakni contohnya video porno, cara berpacaran seperti orang
orang barat dan lain-lain maka itu akan mempengaruhi anak-anak untuk
melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan
menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang
terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif.
Dampak negatif yang tejadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan
hamil dari perzinaan.

Angka atau jumlah pernikahan dini yakni pernikahan sebelum
memenuhi syarat seperti ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1
tahun 1974 yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun minimal
untuk perempuan di Kabupaten Bantul tergolong tinggi. Menurut data yang
tercatat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015 menerima 133
permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang di putus ada 119 perkara.
Kemudian pada tahun 2016 menerima 88 permohonan dispensasi
perkawinan, di mana yang diputus ada 87 perkara. Sedangkan pada tahun
2017 menerima 76 Permohonan dispensasi perkawinan, di mana yang diputus

ada 69 perkara.’

" https://bantulkab.go.id/berita/detail/1679.html



Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun
waktu dua tahun yakni pada tahun 2019 sudah ada 25 perkara pengajuan
dispensasi nikah, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yakni 246
perkara pengajuan dispensasi nikah dan pada tahun 2021 sudah ada 18
pengajuan dispensasi, 15 di antaranya telah putus. Ini merupakan jumlah
perkara yang terbilang banyak.2Maka bisa dilihat bahwa jumlah perkara
pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2015-2021 telah terjadi penambahan
kasus dan peningkatan yang cukup tinggi dalam setiap tahunnya terlebih
setelah tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
melakukan penelitian mengenai kasus dispensasi pernikahan , maka penulis
akan menyusun skripsi dengan judul “DAMPAK DARI PERUBAHAN
BATAS USIA PERNIKAHAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI

NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2021

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bantul pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan yang diakibatkan

batas usia pernikahan?

® Artikel,Diakses dari https://www.solopos.com/angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-
di-bantul-tinggi-1116985



2. Mengapa permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Bantul pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan,
penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai
yaitu sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk mengetahui apakah setelah adanya perubahan undang-undang
perkawinan tentang batas usia pernikahan di Pengadilan Agama
Bantul di tahun 2015-2020 mengalami peningkatan permohonan
perkara dispensasi nikah atau tidak.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak apa saja yang mendorong
untuk melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Bantul di tahun 2015-2021 mengalami

peningkatan.

D. Kegunaan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan

manfaat yang bisa diambil bagi masyarakat yaitu :

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat mengenai
faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dalam masyakarat.
b. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai jumlah permohonan perkara dispensasi nikah di daerah Bantul.



E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk
mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-
karya ilmiah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap
Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” karya
Ummu Kalsum (2017). Skripsi ini membahas mengenai apa saja faktor-faktor
yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dan
menjelaskan mengenai dampak yang terjadi akibat dari perkawinan dini
sehingga meningkatnya perceraian.’. Persamaan dari penelitian ini adalah
peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan dari
penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh
dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama
Watampone, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa perkara
tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang
terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16
tahun 2019.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia
Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Sampit” karya Gusti Nadya Nurhalisa (2020). *°Skripsi ini

® Ummu Kalsum, Pengaruh Dlspensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di
Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar (2017).

19 Gusti Nadya Nurhalisa, Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan
Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit , skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).



membahas mengenai pengaruh undang-undang nomor 16 tahun 2019
terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit dan
menganalisis landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah
pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Persamaan dari
penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi
nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas
tentang pengaruh dari kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan
terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit,
sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa perkara tahun 2015-2020
di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang terjadi dari
perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 20109.
Ketiga, Skripsi yang berjudul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena
Hamil di tinjau dari Persfektif Maslahat” karya Muhammad Baihaqi (2018).
YSkripsi ini membahas mengenai alasan hakim memberikan dispensasi nikah
karena hamil di Pengadilan Agama Kendal dan menjelaskan hukum
dispensasi nikah karena hamil yang di tinjau dari aspek maslahat. Persamaan
dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi
nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas
tentang bagaimana persetujuan Dispensasi Nikah karena hamil yang ditinjau
dari persfektif Maslahat, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa

perkara tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak

1 Muhammad Baihagi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari
Persfektif Maslahat, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang (2018)



yang terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor
16 tahun 2019.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Karena Hamil
Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
Dengan  Nomor  926/Pdt/2019/PA.Mlg)”  karya Harun  Albaritsi
(2020)*2.Skripsi ini membahas tentang bagaimana penetapan hakim dalam
dispensasi nikah karena hubungan hamil diluar nikah di Pengadilan Agama
Malang dan menjelaskan latar belakang pertimbangan hakim dalam
penetapan Dispensasi Nikah hubungan luar nikah. Persamaan dari penelitian
adalah, peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan
dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas tentang penetapan
hakim dalam Dispensasi Nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan
Agama Malang, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa perkara tahun
2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang terjadi
dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun
2019.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi
Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum
Usia Menikah” oleh Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita

Doramia Lumbanraja. *Dalam karya tulis tersebut membahas tentang

2 Harun Albaritsi, Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.MIg), skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Malang (2020).

13 Kurniawan Dedy Permono,Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan

Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas
Minimum Usia Pernikahan”, Notarius, Volume 14, Nomor 1 (2021).
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penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan dan kebaharuan dengan
memfokuskan kajian pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun
2019 sebagai pisau analisis dalam menyoroti kasus tingginya kasus
pernikahan di bawah umur dan fakta tentang masih banyaknya hakim yang
mengeluarkan penetepan tentang dispensasi pernikahan di bawah umur.
Keenam, Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan
Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan
Agama Bantul” oleh Bagya Agung Prabowo'*. Dalam jurnal ini dibahas
tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam
penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya akibat hamil di luar nikah
dan implikasi hokum terhadap penetapan dispensasi perkawinan dini akibat

hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul.

F. Kerangka Teoritik
1. Teori Kemanfaatan
Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy
Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai
baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu
kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang
berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang

terkait. ™

!4 Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi
Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum
IUS WUIA IUSTUM, no.2 vol.2 (2013).

> Sonny Kerap, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya,(Kanisius, Yogyakarta),
him. 93-94.
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Konsep kemanfaatan memiliki pandangan tujuan hukum yaitu
memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, Sedangkan evaluasi hukum
dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum.
Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang
pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.’® Dengan demikian berarti
bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan
seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum vyaitu untuk
memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

2. Teori keadilan

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti berat
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak
sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah
semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan
antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang
memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya,
memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan,
semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.'’

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara

hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

16 Ljli Rasjidi dan 1.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1993), him. 79-80.

" Manullang E.fernando M, Menggapai hukum berkeadilan, (buku kompas,Jakarta,
2007), HIm.57.
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secara pasti dan logis. *® Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan
hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata
dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi
jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk
mewujudkan keadilan. *°
4. Teori Kebudayaan Hukum

Budaya hukum/kultur hukum sebagaimana dimaksudkan oleh
Lawrence M. Friedman adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga
masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang
akan menentukan pendapat tentang hukum.

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaanya, nilai-nilai,
idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya
umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari
hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran
sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari, atau disalahgunakan.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir,
sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk

mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu

18 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009),him.38.
¥ 1bid, him 270
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masalah®®. Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal maka diperlukan
metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian
yang melakukan di lapangan langsung untuk mengadakan pengamatan
tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah?!. Pengambilan data dilakukan
berdasarkan interaksi langsung dengan sumber data, melalui wawancara yang
berkaitan dengan penelitian,selain itu penulis juga menggunakan buku-buku
dan jurnal sebagai referensi yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis
merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangn
yang ada. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada
kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini,
penulis akan mengumpulkan bahan hukum mengenai Dampak Dari
Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Tahun 2015-2021.
3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

2 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000),hIm 53.
2! Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya.
2014), him, 186.
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a.

Data Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
dari sumber pertama®. Dalam hal ini sumber data utama tersebut langsung
berasal dari dokumen di Pengadilan Agama dan hakim di Pengadilan
Agama.

Data sekunder, yaitu sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen-
dokumen. Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai
pendukung dari data pokok. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang
memiliki kompetensi dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun
dokumentasi yakni berupa majalah, karya ilmiah, artikel, ataupun berupa

foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.

Observasi, yaitu penulis terjun langsung untuk mengamati masalah-
masalah yang terjadi di daerah tersebut yang menjadi objek penelitian®.
Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan
objek penelitian yaitu Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Penulis
akan menanyakan langsung tentang apakah dampak yang terjadi terhadap
perubahan batas usia pernikahan dan apakah pengajuan perkara dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Bantul meningkat atau tidak.

Dokumentasi, yaitu catatan data tentang jumlah penduduk, letak dan batas
wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang di

teliti.

HIm.84.

him.162.

22 Sumardi, Surya Brata. Metode Penelitian. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995),

28 Winarno Surakhalmad, Pengantar Penelitian lImiah, (Bandung:Tarsito, 1982),
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5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengatur data kedalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat
di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.?* Manajemen
dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Agar data
tersebut dapat di tafsirkan, maka penulis menggunakan metode analisis
deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data
dan menyusunnya kemudian di analisis, di interprestasikan data tersebut
sehingga memberikan gambaran yang kompeherensif.

Menurut Ibnu Hajar, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas
dan akurat tentang material dan fenomena yang diselidiki.”> Dengan
menggunakan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan terlihat
fenomena yang nampak dan tidak nampak mengenai dampak dari perubahan
batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap

perkara permohonan dispnsasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi
beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk
mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan

tersusun dengan rapi dan terarah.

24 Lexi J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ( Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.2001),him.103.

% Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996), him. 274.
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Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka,

metode penelitian dan sistematik penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori : membahas tentang perubahan batas
usia dan dispensasi pernikahan menurut undang-undang, dan teori yang berisi

tinjauan umum yang membahas tentang batas usia pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan dispensasi nikah sebagai objek yang
akan diteliti yaitu beberapa perkara mengenai dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Bantul.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap dampak dari perubahan batas
usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-
lampiran. Secara keseluruhan sesuai dengan isi yang sudah peneliti paparkan
sebelumnya dan saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan

penelitian dimasa yang akan datang.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dengan judul ”Dampak dari

Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021”, dan penelitian yang penulis

lakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut ketentuan itu
sudah sangat tepat, karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir atas
dasar putusan Mahkamah Konsitutusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar
belakang dari putusan tersebut khawatir akan terjadinya pelanggaran terhadap
Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melakukan kewajiban
Pendidikan dan membahayakan kesehatan baik secara mental atau fisik.
Sehingga masyarakat bisa untuk mempertimbangkan ulang terkait
permohonan Dispensasi Nikah yang akan di ajukan ke Pengadilan Agama.

Setelah di undang-undangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul
mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2021. Data
perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami penambahan
dari di tahun 2015 sebanyak 66 perkara diantaranya 2 perkara yang dicabut
dan 58 perkara yang diputus, di tahun 2016 sebanyak 93 perkara diantaranya

3 perkara yang dicabut dan 87 perkara yang di kabulkan, di tahun 2017
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sebanyak 79 perkara diantaranya 4 perkara yang dicabut dan 69 perkara yang
di kabulkan, di tahun 2018 sebanyak 82 perkara diantaranya 7 perkara yang
dicabut dan 71 perkara yang di kabulkan. sebelum diubahnya batas usia
kawin, dan perbandingan data setelah diubahnya batas usia kawin mengalami
peningkatan di tahun 2019 menjadi 125 perkara diantaranya 5 perkara yang
dicabut dan 110 perkara yang di kabulkan, di tahun 2020 sebanyak 246
perkara diantaranya 6 perkara yang dicabut, 238 perkara yang di kabulkan,
dan 1 perkara tidak diterima, serta 1 perkara digugurkan, dan di tahun 2021
sebanyak 161 perkara diantaranya 8 perkara yang dicabut, 145 perkara yang
di kabulkan, 4 perkara ditolak, 1 perkara tidak diterima, dan 3 perkara
digugurkan.

Pengaruh besar pasca perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah upaya pencegahan
perkawinan usia dini dengan mengutamakan mendahulukan semangat
Pencegahan Perkawinan Anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Tafsir
alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak adalah
bertujuan untuk memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin
sebagai bukti pendukung bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan
atas dasar keadaan mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa
perkawinan tersebut harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan yang terarah
dan menyeluruh kepada masyarakat oleh seluruh pemangku kepentingan,
tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik disekolah-

sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri tentang pencegahan perkawinan usia

92



dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya

generasi bangsa yang lebih unggul”.

B. Saran

1. Ketentuan batas usia kawin yang baru oleh pemerintah sudah tepat
adanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun hendaknya
instansi terkait yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas
sosial (pemberdayaan perempuan) serta tokoh agama untuk selalu
mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat
meningkatkan dan memberikan pencegahan kepada masyarakat
melakukan perkawinan dibawah umur.

2. Untuk masyarakat pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran
diri untuk Pendidikan, mengontrol pergaulan, meningkatkan keimanan
serta menyadari bahwa pentingnya memahami batas usia kawin dalam

melangsungkan perkawinan.
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